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MUHAMMAD FEBRIANSYAH (B111 11 127), “PERAN KOMISI 
KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS) DALAM MENGATASI 
DUGAAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG TUGAS DI 
KEPOLISIAN”. Dibimbing Oleh Bapak Syukri Yakub Sebagai Pembimbing 
I dan Ibu Dara Indrawati Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Kompolnas 
dalam Mengatasi Keluhan Masyarakat dan untuk Mengetahui Upaya apa 
saja yang dilakukan pihak kompolnas dalam mengatasi keluhan 
masyarakat di kepolisian. 
Penelitian ini dilakukan di Komisi Kepolisian Nasional yang 
bertempat di kota Jakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di 
lapangan melalui metode wawancara. Data sekunder diperoleh dari hasil 
studi kepustakaan dengan cara membaca dan menelaah serta 
mengumpulkan informasi dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal ilmiah, 
majalah hukum serta aturan-aturan penunjang lainnya yang memiliki 
keterkaitan dengan penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa (1) 
Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional menurut hukum positif di 
indonesia minimal ada tiga peraturan yang mengatur kedudukan Komisi 
Kepolisian Nasional, Yakni Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, UU No. 
2 Thun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
peraturan presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian 
Nasional. (2) Dalam pasal 8 Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 
Tentang Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan 
bahwa Lembaga Kepolisian Nasional adalah: Pertama; sebagai pembantu 
presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, kedua; Lembaga 
Kepolisian Nasional dibentuk oleh presiden yang diatur dengan Undang-
undang, dan ketiga Lembaga Kepolisian Nasional memberikan 
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A. Latar  Belakang Masalah 
 Hukum merupakan salah satu bidang yang erat kaitannya dengan 
kehidupan sehari – hari, tidak dapat dipungkiri bahwa hampir sebagian 
besar aspek kehidupan manusia sebagai makhluk pribadi maupun 
makhluk sosial di atur di dalam hukum. Hukum tersebut dimaksudkan  
untuk mengatur perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat 
antara satu dengan yang lainnya. 
 Hukum di Indonesia terbagi dalam beragam jenis, salah satunya 
adalah Hukum Pidana yang mungkin biasa disaksikan, di dengarkan atau 
bahkan mungkin dipelajari dibangku perkuliahan. 
 Kekuasaan merupakan untuk mengurus, kuasa untuk memerintah, 
kemampuan, kesanggupan kemampuan orang atau golongan untuk 
menguasai orang atau golongan lain, fungsi fungsi menciptakan dan 
memanfaatkan keadilan serta mencegah pelanggaran keadilan.Namun 
didalam kekuasaan tersebut banyak disalahgunakan untuk mencari 
kekayaan. Sehingga banyak penguasa mencari kekayaan tersebut 
dengan berbagai cara termasuk menggunakan kekuasaan yang telah di 
amanahkan rakyat kepadanya. Banyak penguasa yang menyalahgunakan 
kekuasaan demi kepentingan peribadi sehingga HAM rakyat rela 
dikorbankan. Banyaknya kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan seperti 





pidana untuk mengatur masalah penyalahgunaan kekuasaan, dan 
menghindari jatuhnya korban akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut. 
Secara umum, fungsi hukum acara pidana adalah untuk membatasi 
kekuasaan negara dalam bertindak serta melaksanakan hukum pidana 
materiil.Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dimaksudkan 
untuk melindungi para tersangka dan terdakwa dari tindakan yang 
sewenang-wenang aparat penegak hukum dan pengadilan. Pada sisi lain, 
hukum juga memberikan kewenangan tertentu kepada negara melalui 
aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan yang dapat 
mengurangi hak asasi warganya. Hukum acara pidana juga merupakan 
sumber kewenangan bagi aparat penegak hukum dan hakim serta pihak 
lain yang terlibat (penasehat hukum). Permasalah yang muncul adalah 
“penggunaan kewenangan yang tidak benar atau terlalu jauh oleh aparat 
penegak hukum”. Penyalahgunaan kewenangan dalam sistem peradilan 
pidana yang berdampak pada terampasnya hak-hak asasi warga negara 
merupakan bentuk kegagalan negara dalam mewujudkan negara hukum.. 
Kepolisian merupakan lembaga subsistem pertama dan utama 
dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP). Kedudukan yang unik ini disebut 
oleh Harkrisnowo (2003) sebagai “the gate keeper of the criminal justice 
system”. Menurut undang-undang, tugas antara lain penyelidikan dan 
penyidikan yang menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Fakta 
lapangan menunjukkan, untuk membuat BAP polisi melakukan berbagai 





menempatkan polisi dalam paragdima ganda yakni sebagaithe strong 
hand of society and the soft hand of society. 
Pada umumnya perilaku menyimpang dibagi atas tiga bentuk, 
penggunaan kekuatan, penyelewenangan dab korupsi.Kania dan Nazckey 
(1999) secara ekstrim menggunakan istilah kekerasan yang dilakukan 
polisi sebagai brutalitas polisi, yang ditandai kekerasan berlebihan, ekstrim 
dan tidak mendukukung fungsi polisi yang sah. 
Barker dan Carter mendefinisikan penyimpangan perilaku polisi 
dalam dua tipologi, penyimpangan pekerjaan dan penyalahgunaan 
wewenang.Penyimpangan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian adalah 
perilaku menyimpang (criminal and non criminal) yang dilakukan secara 
sengaja selama serangkaian kegiatan normal atau dilakukan dengan 
wewenang petugas polisi.Penyimpangan ini muncul dalam dua bentuk, 
korupsi dan penyelewengan yang secara spesefik dilakukan dalam peran 
petugas sebagai pegawai disebanding dengan sekedar praktik kegiatan 
biasa. Beberapa bentuk penyimpangan pekerjaan sering dianggap biasa 
oleh orang-orang dalam lingkungan  kerja yang sama. Unsur- unsur yang 
sama dalam semua tindakan ini adalah merupakan hasil kekuasaan yang 
melekat  dalam pekerjaan mereka. 
Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala 
bentuk tindakan yang dilakukan  polisi tanpa mengindahkan motif, maksud 
atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-
injak martabat manusia, ,menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau 





“pekerjaan kepolisian”. Barker dan Carter menyoroti adanya tiga bidang 
penyimpangan perilaku polisi ini : Pertama, penyiksaan fisik, terjadi jika 
seorang polisi menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk 
melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau 
penggunaan kekuataan fisik yang berlebihan pleh petugas polisi terhadap 
orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang : Kedua, 
penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas secara lisan menyerang, 
mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan 
seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada dibawah 
kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang 
tersebut terhina dan tidak berdaya  dan Ketiga, penyiksaan hukum, 
berupa pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional seseorang, hak yang 
dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi. 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merasa tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai peranan Komisi Kepolisian 
Nasional (Kompolnas) dalam mengatasi penyalahgunaan wewenang 
tugas kepolisian, dengan judul “Tinjauan peranan lembaga Kompolnas 
dalam mengatasi keluhan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan 
wewenang tugas di kepolisian”. 
Pada dasarnya keamanan merupakan bagian integral dari upaya 
pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan atau kemakmuran 





yang aman dan tertib baik dalam konteks keamanan masyarakat maupun 
keamanan negara. 
Terjaminannya keamanan tersebut merupakan penopang daripada 
kesinambungan proses pembangunan. Karena itu dalam upaya POLRI 
menuntaskan agenda reformasi banyak perangkat kenegaraan lain yang 
juga memerlukan pembenahan. 
Reformasi POLRI bersifat substantive adalah mengubah 
pendekatan keamanan yang berorientasi untuk negara menjadi 
pendekatan keamanan untuk kemanusiaan.Menghadapi hal ini, kendala 
utama reformasi POLRI adalah masih terjadi usaha politisasi oleh 
beberapa kalangan elite politik.Politisasi ini merupakan fenomena yang 
cukup sulit diatasi karena berlangsungnya sistem multi partai.Pada situasi 
ini upaya untuk melakukan kontrol secara obyektif terhadap pelaksanaan 
reformasi POLRI lewat perangkat kebijakan Negara dimungkinkan 
menghadapi kendala dari kekuatan-kekuatan politik yang berkompetisi 
baik secara perorangan maupun kelompok yang berupaya memanfaatkan 
polisi untuk kepentingan politiknya. 
Salah satu tujuan reformasi Kepolisian adalah terwujudnya polisi 
sipil yang professional dan akuntabel dalam mengayomi dan melindungi 
masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Inilah 
sesungguhnya wajah polisi yang didambakan masyarakat.Tujuan tersebut 
di atas tentunya tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan dengan 





sendiri untuk berusaha melakukan tugas-tugas yang dibebankan 
kepadanya dengan baik dan bertanggung jawab. Bertolak dari arti 
pentingnya kedisiplinan bagi anggota Polri sebagai penegak hukum, 
pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang 
khusus mengatur tentang kedisiplinan anggota Polri, yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sejumlah langkah memang telah 
dilakukan, baik secara struktural, kultural maupun instrumental. 
Perubahan struktural ditandai dengan reposisi struktur Polri dari 
kedudukannya di bawah ABRI menjadi di bawah Presiden, disusul dengan 
perubahan kultural penganggaran yang langsung dari APBN, serta 
perbaikan pendidikan Kepolisian yang memasukkan materi pengutamaan 
HAM dalam bertindak mengayomi dan melayani masyarakat.  
 Perubahan instrumental yang antara lain mencakup filosofi dan 
doktrin Kepolisian sebagai pelindung dan pelayan masyarakat. Perilaku 
polisi yang sering mendapat kritikan adalah berkaitan dengan penggunaan 
kekerasan dalam pelaksanaan tugas. mengemukakan bahwa perilaku 
sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk 
mendapatkan pengakuan terdakwa.Hal ini terbukti dari berbagai hasil 
penelitian dari tahun ke tahun, seperti hasil penelitian Purwanti dengan 
lokasi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penyidik Polri belum memiliki 
profesionalitas yang diharapkan.8 Demikian pula dengan penelitian yang 





adanya kekerasan yang dilakukan oleh penyidik dalam penyidikan di 
wilayah Tegal dan di Bandung oleh Susanto. Hasil penelitian yang 
dilakukan oleh LBH di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya juga menjumpai 
adanya kekerasan dalam penyidikan. 
Hasil survey Imparsial menyatakan tingkat kepuasan masyarakat 
terhadap Polri khususnya di bidang penegakan hukum dan HAM baru 
mencapai 19,4% yang merasa puas, 58% warga  mengatakan tidak puas 
dan 22% menjawab tidak tahu. Di bidang penanganan lalu lintas, 76,6% 
menyatakan tidak puas dan hanya 19% yang mengatakan puas. Yang 
cukup menggembirakan adalah di bidang penanganan terorisme 
sebanyak 67% masyarakat merasa puas atas kinerja Polri dan hanya 
25,2% yang merasa tidak puas. 11Meski demikian perlu dicatat juga 
bahwa dalam menangani terorisme, Polisi telah melakukan salah tangkap 
sebanyak 70 kasus sejak 2005 hingga 2010, dan soal salah tangkap di 
bidang penanganan terorisme ini grafiknya terus meningkat tiap tahun. 
Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, 
bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, 
mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam 
kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk 
dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi 
penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. 
Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah 





Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan.Masyarakat 
menjadi enggan berhubungan dengan polisi/ lembaga kepolisian karena 
keduanya telah menjadi mesin terror dan horror.Inilah contoh nyata bahwa 
SPP bersifat kriminogen.14 Memang banyak yang mempersoalkan posisi 
Polri di bawa Presiden sebagai penghambat reformasi Kepolisian, karena 
bisa dipolitisasi dan karenanya diusulkan agar Polri berada di bawah 
Kementerian Dalam Negeri agar tidak menjadi lembaga “super body”.Tapi 
sesungguhnya, soal wacana posisi Polri di bawah lembaga apapun telah 
berakhir dengan keluarnya Undang-undang Kepolisian RI Nomor 2 Tahun 
2002.Sesungguhnya persoalan utamanya bukan pada posisi Polri di 
bawah siapa melainkan bagaimana meningkatkan peran aktif Kompolnas 
dalam mengawasi kinerja Kepolisian dalam membantu percepatan 
reformasi Polri yang lebih baik. 
Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk 
membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan 
memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri (Pasal 3 Perpres No.17/2005). Untuk tujuan itu, 
seperti tertuang dalam Perpres No.17/2005, Kompolnas memiliki 
kewenangan untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data sebagai 
bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan 
anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan 
sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) 





mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan 
mandiri; dan (3) menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai 
kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. 
Kewenangan-kewenangan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi 
nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru 
terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan menjalankan fungsi 
pengawasan terhadap POLRI.Kalau hanya menerima saran dan keluhan 
masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan kepada 
Presiden, hal ini cukup dilakukan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh 
sebuah komisi nasional.Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap 
POLRI juga diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung 
keluhan-keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum - tahap 
penyelidikan dan/ atau penyidikan - tanpa memiliki kewenangan untuk 
memberi penilaian atas tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. 
Betapapun pentingnya kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan, 
kesusilaan, maupun berbagai pertimbangan etik lainnya, salah satu kunci 
bagi penilaian masyarakat atas kinerja POLRI adalah kemampuan POLRI 
menjalankan fungsi pelayanan dan penegakkan hukum secara adil, 
konsisten dan konsekuen.  
Lemahnya peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam 
menindak lanjuti laporan masyarakat dikeluhkan anggota komisi itu. 
Berdasarkan data Kompolnas, hingga September 2010, terdapat 1.199 





kepolisian. Dari 928 laporan tersebut, hanya 465 laporan yang dijawab 
oleh kepolisian.Sebagian besar dari laporan tersebut dinyatakan tidak 
terbukti oleh Polri. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Rumusan 
Masalah penulis mengemukakan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peranan Lembaga Kompolnas dalam mengatasi 
keluhan mayasarakat di kepolisian? 
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak Kompolnas dalam 
mengatasi keluhan masyarakat di kepolisian? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adanya tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui peranan Kompolnas dalam mengatasi 
keluhan Masyarakat 
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pihak 
Kompolnas dalam mengatasi keluhan masyarakat. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat serta 
berguna dan tidak menjadi “sampah”bagi dunia Pendidikan (akademisi) 
terjadi saat ini, karena nilai suatu penelitian yang menghabiskan banyak 





dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis 
dari penelitian ini antara lain : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya 
dan hukum pidana pada khususnya. 
b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 
referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi 
penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan 
mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum 
sebagai bekal untuk masuk dalam   instansi penegak 
hukum maupun untuk praktis hukum dalam 
memperjuangkan penegakan hukum; 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara 
lengkap mengenai bentuk Pelanggaran kedisiplinan yang 










A. Tinjauan Umum Mengenai Kepolisian Republik Indonesia  
1. Pengertian Polisi  
Istilah polisi berasal dari kata politea yang dalam bahasa Yunani 
memiliki arti atau pada mulanya meliputi semua hal mengenai 
kenegaraan, semua usaha negara, tidak terkecuali urusan 
keagamaan.Pada saat itu negara Yunani terdiri dari kota-kota yang 
dinamakan “Polis”. Jadi pada zaman itu arti polisi demikian luasnya 
bahkan meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga 
didalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap 
dewa-dewanya, termasuk dalam urusan pemerintahan. 
Perkembangan jaman di Eropa Barat (terutama sejak abad ke-14 
dan ke-15) menuntut adanya pemisahan agama dan negara sehingga 
dikenal istilah-istilah police di Perancis dan polizei di Jerman yang 
keduanya telah mengecualikanpemerintahan negara, istilah polizei 
tersebut masih dipakai sampai dengan akhir abad pertengahan, kemudian 
berkembang dengan munculnya teori Catur Praja dari Van Voenhoven 
yang membagi pemerintahan dalam empat bagian, yaitu: 
a. Bestuur : Hukum Tata Pemerintahan  
b. Politie : Hukum Kepolisian  





d. Regeling : Hukum Perundang-undangan.  
Dalam teori tersebut dapat dilihat bahwa polisi tidak lagi merupakan 
keseluruhan pemerintahan negara akan tetapi merupakan organ yang 
berdiri sendiri, yang mempunyai wewenang dan kewajiban menjalankan 
pengawasan bahkan bila perlu dengan paksaan yang diperintah 
melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan sesuai 
dengan kewajibannya masing-masing.  
“Kepolisian‟ dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
diartikan sebagai segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan 
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian 
Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum 
kepolisian.Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan 
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara 
ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Sejarah Kepolisian di Indonesia 
Cikal bakal lahirnya kepolisian di Indonesia sudah terlihat pada 
masa Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit atau kerajaan-kerajaan 
lainnya yang tercatat dalam Sejarah Indonesia, walaupun kepolisian 





fungsi kepolisian telah dimiliki oleh mereka, di mana tugas-tugas 
pengamanan raja dan keluarganya, pengamanan masyarakat serta 
wilayah yang dikuasainya, telah dilakukan oleh para satuan pengawal 
kerajaan, misalnya di Kerajaan Majapahit dikenal barisan pengawal 
Bhayangkara yang dipimpin Patih Gajah Mada. Itu .artinya, kehadiran 
polisi di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan dahulu. Organisasi 
kepolisian dalam arti yang lebih modern mulai muncul sejak jaman VOC, 
namun dasar untuk susunan kepolisian baru terdapat pada masa 
pemerintah Gubernur Jenderal Stamford Raffles, masa pendudukan 
Inggris, dengan dikeluarkannya Regulation for the more effectual 
administration of Government and a Justice in the Provincial courts of 
Java, yang kemudian menjadi dasar dari Inlandische Reglement op de 
rechterlijke organisatie. Dengan dikeluarkannya peraturan tersebut kantor-
kantor Polisi mulai ada di beberapa kota-kota besar seperti Jayakarta, 
Semarang, Surabaya, yang umumnya dipegang oleh Polisi Belanda 
sebagai intinya. Pada masa penjajahan, Belanda membentuk berbagai 
jenis kesatuan kepolisian, yaitu : 
1. Polisi Umum (Algemeen Politie) 
2. Polisi Kota 
3. Polisi Lapangan 
4. Polisi Bersenjata (Gewapende Politie) 
5. Polisi Pangreh Praja (Bestuur Politie) 





Anggota dari setiap kesatuan kepolisian tersebut adalah warga 
pribumi (dulu disebut bumiputra) dan warga Belanda sendiri yang 
bertindak selaku pemimpinnya. Kesempatan untuk memimpin, baru 
diperoleh setelah 1930-an, saat warga pribumi diperkenankan mengikuti 
kursus Commisaris Van Police yaitu pendidikan atau kursus untuk menjadi 
pimpinan polisi. Pada masa pendudukan Jepang, susunan organisasi 
kepolisian terbagi-bagi menjadi beberapa regional dan tidak terpusat, 
dimana masing-masing regional mempunyai kantor sendiri.  
Pembagian regional tersebut merupakan pembagian daerah 
pertahanan militer Jepang di Asia Tenggara dan di bawah komando 
Markas Besar Tentara Selatan di Singapura. Pada masa pemerintahan 
Jepang, Jawa dan Madura dibagi menjadi 17 Syu (setingkat keresidenan 
sekarang) dan dua koci (daerah kerajaan yaitu Yogyakarta dan 
Surakarta). Jepang juga membentuk Keibodan dan dilatih oleh 
Departemen Kepolisian Jepang yang nantinya diharapkan membantu 
tugas-tugas kepolisian seperti: penjagaan lalu lintas, pengamanan desa 
dan lain-lain.  
Kepala polisi daerah bertanggungjawab kepada Keibodan di 
wilayahnya. Di dalam asrama ini para anggotanya mendapat gemblengan 
patriotisme dan nasionalisme yang kuat, latihan perang-perangan 
(Kyoren) dan baris-berbaris.Lahir, tumbuh dan berkembangnya Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (POLRI) tidak lepas dari sejarah perjuangan 
kemerdekaan Republik Indonesia. Sejak Proklamasi Kemerdekaan 





kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa 
perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah 
dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata 
yang lain. 
Kondisi seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir 
sebagai satu-satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.Tanggal 
19 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
menetapkan bahwa Polisi termasuk di dalam lingkungan Departemen 
Dalam Negeri. Hal ini berarti Jawatan Kepolisian Negara, secara 
administrasi mempunyai kedudukan yang sama dengan Dinas Polisi 
Umum dari Pemerintah Hindia Belanda. Ketentuan tersebut diperkuat oleh 
suatu maklumat pemerintah tanggal 1 Oktober 1945 yang ditanda tangani 
oleh Menteri Dalam Negeri . Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung yang 
telah menyatakan bahwa semua kantor kejaksaan termasuk dalam 
lingkungan Departemen Kehakiman sedangkan semua kantor Badan 
Kepolisian masuk dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri. 35 Hanya 
empat hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, 
secara tegas pasukan polisi segera memproklamirkan diri sebagai 
Pasukan Polisi Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan 
Satu) Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang 
dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan semangat 
moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang 






3. Kedudukan Kepolisian Dalam Sistem Ketatanegaraan.  
Kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan ini, 
mendekatkan pada suatu pengertian kedudukan yang dikemukakan 
oleh(Phiiipus M. Hadjon, 2005:10)dalam mengartikan istilah kedudukan 
lembaga negara, bahwa pertama kedudukan diartikan sebagai posisi 
suatu lembaga negara dibandingkan dengan lembaga lain, kedua 
kedudukan adalah posisi suatu lembaga Negara didasarkan pada fungsi 
utamanya.  
Dari arti kedudukan tersebut, pembahasan kedudukan kepolisian 
dalarn bab ini dikaitkan pada arti sebagai posisi lembaga didasarkan pada 
fungsi utamanya. 
Berdasarkan rumusan Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 
tentang Polri , fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi negara dibidang 
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan .nan kepada masyarakat.  
Fungsi kepolisian tersebut menjadi pokok kepolisian sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 13 No, 2 Tahun 2002 tentang Polri, yakni tugas 
pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:  
1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 
2) menegakkan hukum 






Salah satu fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam. 
Pasal 2 dikaitkan dengan rumusan Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 
2002 tersebut mengandung makna yang sama dengan tugas pokok 
kepolisian, sehingga fungsi kepolisian juga sebagai tugas pokok 
kepolisian. Dengan demikian, tugas pokok kepolisian dapat dimaknai 
sebagai fungsi utama kepolisian yang merupakan salah satu fungsi 
pemerintahan. 
Istilah pemerintah disini mengandung arti sebagai organ/badan/alat 
perlengkapan negara yang diserahi pemerintahan, yang salah satu tugas 
dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban 
masyarakat serta menyelenggarakan kepentingan umum (public servent), 
sehingga fungsi pemerintahan adalah fungsi dari lembaga pemerintah 
yang dijalankan untuk mendukung tujuan negara, karena pemerintah 
dalam arti sempit merupakan salah satu unsur dari sistem 
ketatanegaraan. 
Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam 
UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan 
angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, 
yakni "Presiden. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Akan tetapi ketentuan dalam 
Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut 
pembentukan Undang - Undang yang mengatur tentang susunan dan 
kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya 





tersebut dibentuk Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang : Polri, 
dimana di dalam Undang-undang dimaksud lembaga kepolisian 
diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
Disamping itu adanya beberapa instrument hukum yang sebelum lahirnya 
undang–undang No 2 Tahun 2002 telah mengatur tentang kedudukan 
lembaga Polri di bawah Presiden, seperti Peraturan Presiden No 89 
Tahun 2000 dan Ketetapan MPR RI No VII/MPR/2000 tentan Peran TNI 
dan Polri.  
Dalam teori ketatanegaraan, bagi negara yang menganut sistem 
pemerintahan presidensil negara dipirnpin oleh seorang Presiden dalam 
jabatannya selaku kepala negara dan kepala pemerin-tahan.Dikaitkan 
dengan makna kepolisian sebagai ''alat negara'’ sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, berarti kepolisian dalam menjalankan 
wewenangnya berada di bawah Presiden selaku Kepala Negara. Disisi 
lainfungsi kepolisian yang mengemban salah satu "fungsi pemerintahan" 
mengandung makna, bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh 
Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan (eksekutif) 
mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada kepolisian terutama 
tugas dan wewenang dibidang keamanan dan ketertiban.  
Sebagaimana dikatakan oleh (Bagir Manan, 2003:29) bahwa Presiden 
adalah pimpinan tertinggi penyelenggaraan administrasi negara.  
Penyelenggaraan administrasi meliputi lingkup tugas dan 





administrasi yang dikelompokkan ke dalam tugas dan wewenang 
administrasi di bidang keamanan dan ketetertiban umum;  
1) Tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan 
mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-
lain;  
2) Tugas dan wewenang admnistrasi negara di bidang pelayanan;  
3) Tugas dan wewenang administrasi negara di bidang 
penyelenggaraan kesejahteraan umum. 
Beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) 
UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan 
Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi 
pernerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat melalui pemberian Perlindungan, pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat serta penegakan hukum. Konsekuensi dari 
menjalankan. Salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan 
kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas 
pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang 
dikepalai oleh Presiden. Dilihat dari ketatanegaraan berdasarkan UUD 
1945 lembaga Kepolisian merupakan lembaga pernerintahan 
(regeringsorgtinen). Dengan pisahnya Tentara Nasional Indonesia dan 
Polri secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga 





dan keterti-ban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi. 
Konsekuensi logis sebagai lembaga pemerintahan inilah, rnaka kemudian 
lembaga kepolisian kedudukannya berada di bawah Presiden selaku 
kepak pemerintahan, Oleh karena tugas-tugas Presiden cukup luas 
sehingga tidak mungkin tugas dan wewenang kepolisian dilaksanakan 
sendiri, sehingga secara atributive maupun dekgatie di serahkankepada 
lembaga kepolisian. Kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan, 
berada di bawah Presiden, secara teori ketatanegaraan Presiden 
mengendalikan langsung lembaga kepolisian. Hal ini sebagai konsekuensi 
logis dari jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan, disi lain tugas 
dan wewenang kepolisian menjalankan salah satu fungsi pemerintahan 
4. Asas-asas dalam Pelaksanaan Tugas Kepolisian.  
Pelaksanaan wewenang kepolisian didasarkan pada tiga asas 
yakni : 
a. asas legalitas  
b. asas plichmatigheid  
c. asas subsidiaritas  
Asas legalitas adalah asas di mana setiap tindakan polisi harus 
didasarkan kepada undang - undang / peraturan perundang-
undangan.Bilamana tidak didasarkan kepada undang-undang / peraturan 
perundang-undangan maka dikatakan bahwa tindakan polisi itu melawan 
hukum (onrechtmatig). 
Asas plichmatigheid ialah asas di mana polisi sudah dianggap sah 





Dengan demikian bilamana memang sudah ada kewajiban bagi polisi 
untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum, asas ini dapat 
dijadikan dasar untuk melakukan tindakan. Polisi dapat bertindak menurut 
penilaiannya sendiri untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum.  
Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok 
kepolisian Negara Repubik Indonesia adalah : 
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b. Menegakkan hukum; dan  
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat.  
Penjelasan dari Pasal 13 tersebut menyebutkan bahwa rumusan 
Pasal tersebut tidak didasarkan pada suatu urutan prioritas, artinya ketiga-
tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan 
dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan 
yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut 
dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.  
Dalam Undang - Undang kepolisian, keamanan dan ketertiban 
masyarakat diartikan sebagai: “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai 
salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional 
dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya 
keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya 
ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta 





mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya 
yang dapat meresahkan masyarakat. 
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia bertugas 
a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli 
terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai 
kebutuhan; 
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; 
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta 
ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 
perundang-undangan. 
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 
e. memelihara ketertiban dan menjami kemanan umum; 
f. melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan 
bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sema tindak 
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan 
perundang-undangan lainnya; menyelenggarakan identifikasi 
kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan 





h. melindungi keselaatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau melayani 
kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelu 
ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang; 
i. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta 
j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum berhubungan 
dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan 
pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi 
berwenang untuk : 
a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan 
penyitaan; 
b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat 
kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; 
c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam 
rangka penyidikan; 
d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta 
memeriksa tanda pengenal diri; 
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 





g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya 
dengan pemeriksaan perkara; 
h. mengadakan penghentian penyidikan; 
i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 
j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat 
imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 
mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan 
tindak pidana; 
k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik 
pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik 
pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum. 
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Komisi Kepolisian Nasional  
1. Sejarah Komisi Kepolisian Nasional 
Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan dari lembaga 
Kepolisian Nasional yang eksistensi bersamaan dengan keluarnya 
Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang - Undang, bahwa Komisi Kepolisian Nasional 
dibentuk melalui Keputusan Presiden. 
Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (sembilan) orang yang 
berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh 
masyarakat, dengan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil 
ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap angggota , dan 





Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas Keputusan Presiden 
dan sebagai pembantu presiden, maka sebagai konsekuensi logis 
keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan Surat Keputusan Presiden, termasuk susunan 
organisasi dan tata cara kerja Komisi, sedangkan untuk pembiayaan 
Komisi Kepolisian Nasional dibebankan dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (APBN). 
Di dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 merumuskan 
secara jelas eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang subtansinya, 
sebagai berikut:  
ayat (1): Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dibantu lembaga kepolisian 
nasional 
ayat (2): Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden yang 
diatur oleh Undang-undang 
ayat (3): Lembaga Kepolisian Nasional memberikan pertimbangan 
kepada Presiden dalam pengangkatan dan 
pemberhentian Kapolri. 
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga merumuskan tugas Komisi 
Kepolisian Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) 
yang substansinya, bahwa Kepolisian Nasional bertugas:  
1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri 
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan 







2. Tugas Dan Wewenang Komisi Kepolisian Nasional 
(KOMPOLNAS) 
Berkaitan dengan tugas di atas Komisi Kepolisian Nasiona  
(Kompolnas ) rnemiliki wewenang, antara lain:  
1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian 
saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Polri, 
Pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan 
sarana dan prasarana Polri. 
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam 
upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri 
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja 
kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden.  
Melihat dari tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional 
terlihat dengan jelas, bahwa pembentukan Komisi Kepolisian Nasional 
berdasarkan ketentuan Undang- undang, akan tetapi penyelenggaraannya 
dirujukan unruk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan 
lembaga kepolisian. 
Secara implisit Komisi Kepolisian Nasional berada di luar lembaga 
kepolisian dan berada di luar struktur organisasi, namun secara ekplisit 
sebagai pendamping dan memiliki peran pengawasan dalam 
penyelenggaraan kepolisian terutama kaitannya dengan menerima saran 
dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian. 
Masalahnya bagaimana pertanggungjawaban dan tindak lanjut atas 





disampaikan kepada Komisi, sedangkan pertanggungjawaban komisi 
hanya satu arah kepada Presiden, dan lembaga kepolisian tidak 
bertanggungjawab kepada komisi.Fungsi pengawasan yang melekat pada 
Komisi Kepolisian Nasional merupakan fungsi yang semu terbatas 
sebagai bahan laporan kepada presiden dan tidak berwenang untuk 
merekomendasikan kepada organisasi kepolisian seperti halnya Komisi 
Ombudsman Nasional. Akan tetapi Komisi Kepolisian Nasional sangat 
dominan pengaruhnya bagi presiden, karena kebijakan Presiden yang 
berkaitan dengan pengembangan organisasi, sumber daya manusia dan 
anggaran Polri sampai dengan pengangkatan Kapolri pertimbangannya 
atas masukan atau saran dari Komisi Kepolisian Nasional.  
Satu hal yang mendasar dan perlu dikaji, bahwa tidakkah terjadi 
benturan antara pertanggungjawaban Kapolri kepada Presiden atas 
penyelenggaraan kepolisian dengan laporan pertanggungjawaban Komisi 
Kepolisian Nasional yang obyeknya sama, yakni organisasi kepolisian, 
dan bagaimana garis koordinasi antara Lembaga Kepolisian (Polri) 
dengan Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian 
Nasional. Oleh karena itu pembentukan Komisi Kepolisian Nasional 
hendaknya terkonsep sebagai lembaga yang independent yang 
melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hasil dari 
pengawasan disamping sebagai bahan laporan kepada Presiden juga 





kinerjanya. Hal ini akan efektif untuk mencegah terjadinya tindakan 
maladministrasi dalam penyelanggaraan kepolisian serta penyelewengan-
penyelewengan yang lain. 
Menyimak Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2002 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 
Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/53/X/2002 Satuan Organisasi di Tingkat 
Markas Besar Kepolisian, bahwa Komisi Kepolisian Nasional tidak masuk 
dalam Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), 
sehingga hubungan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 
Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional 
adalah hubungan secara horizontal bersifat koordinatif, partisipatif dan 
subsidiaritas. Dengan demikian jelas Kepolisian Negara Republik 
Indonesia (Polri) tidak bertanggungjawab kepada Komisi Kepolisian 
Nasional berikut dikemukakan bagan garis hubungan dan 










A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di lakukan di kantor Komisi Kepolisian Nasional ( 
Kompolnas), Penulis memilih lokasi penelitian dengan pertimbangan 
bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti. Perlu 
suatu penelusuran secara sistematis terhadap instansi tersebut. 
 
B. Jenis dan sumber data 
1. Jenis Data 
 Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 
a) Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan 
dengan cara mengadakan wawancara terhadap narasumber di 
Komisi Kepolisian Nasional tersebut. 
b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa 
literatur, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan 
sumber-sumber kepustakaan lain yang mendukung 
2. Sumber Data 
 Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 
a) Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber 
data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari 
para penegak hukum yang terkait dengan rumusan masalah 





b) Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), sumber 
data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur 
dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan 
skripsi ini. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Data primer, dengan melakukan wawancara dengan pihak Komisi 
Kepolisian Nasional ( kompolnas) 
2. Data sekunder, dengan membaca dan menelaah berbagai literatur 
yang meliputi perundang-undangan, buku-buku, Koran dan 
dokumen lain yang relevan dengan masalah yang diteliti, termasuk 
data-data dari internet. 
 
D. Analisis data 
Data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder akan 
diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah 
diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. 
Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data yang 
berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 
yang dibahas secara kuantitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan 








A. Pandangan Umum Tentang Komisi Kepolisian Nasional 
(KOMPOLNAS) 
Komisi Kepolisian Nasional merupakan sebutan dari lembaga 
Kepolisian Nasional yang eksistensi bersamaan dengan keluarnya 
Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang - Undang, bahwa Komisi Kepolisian Nasional 
dibentuk melalui Keputusan Presiden. 
Kedudukan Komisi Kepolisian Nasional (sembilan) orang yang 
berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian dan tokoh 
masyarakat, dengan 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil 
ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap angggota , dan 
6 orang anggota.  
Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional atas Keputusan Presiden 
dan sebagai pembantu presiden, maka sebagai konsekuensi logis 
keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional diangkat dan diberhentikan oleh 
Presiden dengan Surat Keputusan Presiden, termasuk susunan 
organisasi dan tata cara kerja Komisi, sedangkan untuk pembiayaan 
Komisi Kepolisian Nasional dibebankan dari Anggaran Pendapatan 





Di dalam Pasal 8 Ketetapan MPR No.VII/MPR/2000 merumuskan 
secara jelas eksistensi Lembaga Kepolisian Nasional yang subtansinya, 
sebagai berikut:  
ayat (1):  Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia dibantu lembaga kepolisian 
nasional 
ayat (2):  Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh Presiden 
yang diatur oleh Undang-undang 
ayat (3):  Lembaga Kepolisian Nasional memberikan 
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan 
dan pemberhentian Kapolri. 
 
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 juga merumuskan tugas Komisi 
Kepolisian Nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) 
yang substansinya, bahwa Kepolisian Nasional bertugas:  
1. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri 
2. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. 
Komisi Kepolisian Nasional  (KOMPOLNAS) lahir karena keharusan 
demokratik,keniscayaan pertanggungjawaban publik,dan keingian untuk 
memastikan demiliterisasi struktur dan fungsi kepolisian. Namun sejak 
Komisi tersebut dibentuk pada tahun 2005, eksistensi KOMPOLNAS 
nyaris tidak terdengar Amanat reformasi untuk mengawasi kerja POLRI 
menjadi pudar seiring dengan lemahnya kewenagan Kompolnas untuk 
melaksanakannya.Makna reformasi POLRI yang disimbolkan melalui 
Kompolnas hanya menjadi sebuah personifikasi di atas kertas. Penguatan 
Kompolnas, oleh karenanya, prinsip demokrasi, penyelengaraan 





profenalisme lainnya, tetapi pada saat yang sama juga mampu menjamin 
agar para aparat pelaksana fungsi tersebut memperoleh rewards. 
Seiring dengan keharusan demokratisasi penyelahgunaan fungsi 
kepolisian Negara, pengawasan yang dimaksud harus dilakukan pada 
setiap penggal proses kebijakan, khususnya perencanaan dan 
pelaksanaannya. Selain itu, pengawasan atas pengembangan 
sumberdaya manusia juga memainkan peran penting bukan hanya karena 
kebutuhan untuk memastikan kompentensi dan efisiensi pengunaan 
sumberdaya, tetapi juga karena keharusan untuk menjamin hak dan 
tanggung jawab profesi POLRI.Meskipun demikian perlu ditegaskan 
bahwa pungutan Kompolnas harus tidak menjadikannya sebagai 
juggernaut baru sehingga bukan hanya dapat menghambat kinerja POLRI 
tetapi juga dapat menjadi ajang pertarungan politik para stake-holder.Oleh 
sebab itu, penguatan Kompolnas harus disertai dengan sejumlah 
kewajiban untuk tetap berada dalalm kendali politik, kewenagan 
fungsional, dan pengawasan publik Istilah “ko’[bnmisi”, “lemabaga” 
agaknya merupakan pilihan politik untuk menjadikan Kompolnas tetap 
berada dalam batasan-batasan seperti itu. 
Tujuan pembukuan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk 
membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberi 
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian 
Kapolri (Pasal 3 pepres No.17/2005) Kompolnas memiliki kewenagan 





pemberian saran kepada presiden yang berkaitan dengan anggaran, 
pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan sarana dan 
prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2)  memberikan saran 
dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya Kepolisian Negara 
Republik Indonesia yang professional dan mandiri; dan (3) menerima 
saran dan keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan 
menyampaikannya kepada Presiden. 
Tujuan pembentukan Komisi Kepolisian Nasional adalah untuk 
membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan 
memberi pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan 
pemberhentian KaPOLRI (pasal 3 pepres No.17/2005, Kompolnas 
memiliki kewenangan untuk (1) mengumpulkan dan menganalisis data 
sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan 
anggaran, pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan 
sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) 
memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya 
mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang professional dan 
mandiri ; dan (3) menerima saran dan keluhan masyarakat mengenai 
kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden . 
Kewenagan-kewenagan ini terlalu sederhana bagi sebuah komisi 
nasional yang bertugas membantu Presiden namun sebaliknya justru 
terlampau lemah bagi sebuah komisi yang diharapkan mejalankan fungsi 





masyarakat mengenai kinerja kepolisian untuk disampaikan untuk 
disampaikan oleh kepolisian sendiri, tidak harus oleh sebuah komisi 
nasional.Sebaliknya, efektifitas pengawasan terhadap POLRI juga 
diragukan jika Kompolnas hanya sebatas menampung keluhan-keluhan 
masyarakat mengenai penegakan hukum tahap penyelidikan dan/atau 
penyedikan tanpa memiliki kewenagan untuk memberi penilaian atas 
tindakan kepolisian atau diskresi kepolisian. Betapapun pentingnya 
kepatuhan terhadap norma agama, kesopanan,kesusilaan, maupun 
berbagai pertimbangan etik lainnya,salah satu kunci bagi penilaian 
masyarakat atas kinerja POLRI mejalankan fungsi pelayanan dan 
penegakan hukum secara adil, konsisten dan konsekuen. 
Penilaian tersebut harus diberikan dengan tidak menutup 
kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang 
diketahuinya terkait dengan penyalahgunaan kewenangan atau bahkan 
korupsi yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Akses ini penting karena 
seringkali apa yang disampaikan kepada pihak kepolisian menjadi tidak 
jelas penyelesaikannya .Hal ini terhadi karena sikap solidaritas yang 
cukup kental dalam lingkungan polisi cenderung melindungi sesama 
anggota kepolisian. Sedangkan pada sisi lain, masyarakat sangat 
berharap bahwa komisi tersebut mempunyai kewajiban untuk tidak hanya 
menampung tetap juga memperoses dan bahkan pendorong untuk 





Hal ini yang harus diperhatikan adalah bentuk atau efektivitas dari 
saran yang diberikan Kompolnas yaitu, hanya sebatas rekomendasi. Hal 
ini menjadi suatu kelemahan karena  sifat dari sebuah rekomendasi tidak 
lebih dari pertimbangan dan saran tindak lanjut Kompolnas hendaklah 
mempunyai suatu dampak tertentu pada kebijakan- kebijakan POLRI. 
Wewenang –wewenang yang terlalu sederhana ini perlu dijabarkan secara 
lebih rinci di dalam Pepres sehingga memerlukan pengembangan dalam 
rencana strategis atau program Kompolnas. Pengembangan fungsi 
Kompolnas ini sebaikmhya menjadi arah bagi pengembagan 
kelembagaan Kompolnas. 
Susuna organisasi Kompolnas menurut Pepres No.17/2005 dibagi 
atas dua bagian, yakni susunan keanggotaan dan kesekretariatan 
Kompolnas. Keanggotaan Kompolnas terdiri dari unsur : (a) Pemerintah 
sebanyak 3 (tiga) orang, terdiri dari Menteri Negara Koordinator Bidang 
Politik, Hukum dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; dan Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia; (b) Pakar kepolisian sebanyak 3 (tiga) orang; dan 
(c) Tokoh mayarakat sebanyak 3 (tiga) orang. Selain itu,  dalam 
melaksanakan tugasnya Kompolnas didukung oleh kesekretariatan yang 
secara hierarkis berada di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara 
Republik Indonesia dan ditetapkan oleh KaPOLRI. lSekretariat dipimpin 
oleh Kepala Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh KaPOLRI. 





Tinggi POLRI dan secara fungsional ia bertanggung jawab kepada Komisi 
Kepolisian Nasional dan bekerja guna mendukung kinerja dari Kompolnas. 
Disain seperti itu tidak cukup memadai untuk menjadikan 
Kompolnas sebagai institusi yang berwibawa, fungsional d an sekaligus 
efektif. Dari sisi komposisi keanggotaan, Kompolnas mencerminkan 
perpaduan antara unsur pemerintahan dan masyarakat .Sekalipun 
demikian, tiga orang wakil pemerintah dari Sembilan orang anggota, 
agakmya terlalu banyak. Bila unsur pemerintah memang diperlukan, 
seharusnya diwakili oleh seorang saja, akan tetpai yang bersangkutan 
sebaiknya memiliki kewibawaan dalam bidangnya, serta mempunyai 
waktu dan perhatian terhadap kinerja Kompolnas. Sisanya dari unsur 
masyarakat yang memilikin komitmen kuat dalam hal waktu, dedikasi dan 
keterwakilan dalam masyarakat. Proses rekrutmen yang berlangsung 
selama selama ini, yang terkesan tergesagesa dan kurang memenuhi 
akuntabilitas eksternal, menjadikan Kompolnas tidak banyak dikenal 
masyarakat, dan bahkan anggota POLRI sekali pun. 
Oleh karena itu keanggotaan Kompolnas mengakomodasi 
kalangan yang benar-benar peduli terhadap peningkatan kinerja POLRI 
sepertu jaksa, hakim yang purna tugas, tokoh-tokoh masyarakat dan 
LSM.Dengan beragamnya komposisi ini, pada akhirnya diharapkan kinerja 
Kompolnas dapat berkontribusi pada peningkatan pelayanan POLRI yang 
sesuai dengan harapan-harapan dan kebutuhan masyarakat.Selain itu, 
apabila dikaitkan dengan kebutuhan kinerja dari pemolisian yang 
demokratis maka aspek kompetensi dari anggota Kompolnas lebih baik 





Berdasarkan Perpres No.17/2005, struktur Kompolnas dapat 












Melalui skema diatas dapat dilihat bahwa secara struktual muncul 
beberapa kelemahan, yakni tidak adanya hubungan antara Presiden dan 
DPR. Pengaturan sementara dalam Pepre No.17/2005, terkesan bahwa 
Kompolnas melekat pada Presiden dan membantu struktur kelembagaan 
di atas juga dikhawatirkan akan menghambat Kompolnas dalam 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga Negara yang 
seharusnya independen. Hal ini dikarenakan adanya sebuah secretariat 
yang dilaksanakan oleh unit kerja yang berada di lingkungan Mabes 
POLRI, Kepala  Sekretariat dilakukan oleh KaPOLRI. Dengan seorang 
perwira tinggi POLRI sebagai Kepala Sekretariat, muncul persepsi bahwa 




 Ketua merangkapa anggota : Menteri Negara 
coordinator bidang politik, hukum dan keamanan 
 Wakil ketua merangkap anggota : Menteri dalam 
negeri 
 Sekretaris merangkap anggota 
 Anggota : Menhukham, 5 orang(pakar kepolisian 
dan tokoh masyarakat) 
Sekretariat 











keterlibatan para Menteri dalam keanggotaan Kompolnas, bahkan salah 
satu diantaranya menjabat sebuah Ketua, obyektivitas dan kejernihan 
penilaian Kompolnas pun menjadi dipertanyakan. 
Sebagai salah satu dampak keberadaan Sekretariat Kompolnas 
dalam lingkungan Mabes POLRI dan ditetapkan oleh KaPOLRI adalah 
munculnya ketergantugan institusi Kompolnas kepada otoritas KaPOLRI. 
Sedangkan secara`praktis, Kompolnas memerlukan Surat Keputusan 
SOTK (Sturuktur Organisasi Tata Kerja) SEkretariat Kompolnas di satu 
sisi, dan memerlukan rencana kebutuhan Kompolnas disisi lain. Hal ini 
akan dapat dicapai apabila Kompolnas mendapat posisi yang mandiri 
dalam melaksanakan tugasnya. Ditambah lagi dengan adanya pengaturan 
bahwa jumlah anggota Kompolnas hanya Sembilan orang.Padahal tugas 
yang diemban mencakup masalah kepolisian nasional. Jumlah pun akan 
menentukan kinerja. Dengan kata lain, sangatlah wajar apabila kapabilitas 
Kompolnas dalam menjalankan tugasnya sangat terbatas dan tersendat-
sendat. 
Permasalahan yang lain adalah bahwa sejak pembentukannya 
pada tahun 2005 sampai degan sekarang, Presiden belum melantik ke 9 
anggota Kompolnas tersebut. Dalam konteks Indonesia, fase pelantikan 
ini menjadi penting artinya karena didalamnya menyangkut sumber 
legitimasi dan dasar bagi sosialisai keberadaannya.Sayangnya, lembaga 
ini tidak diberdayakan sedemikian rupa agar memiliki kapasitas yang lebih 
daripada sebuah badan penasihat Presiden semata. Sebagai sebuah 





lembaga tersebut, termasuk masalah dana, saran dan prasarana yang 
sejauh ini masih berda di lingkungan Mabes POLRI. Kompolnas 
seharusnya mandiri dari lembaga yang diawasinya. Hal ini akan lebih baik 
lagi apabila Kompolnas dapat lebih dekat dengan masyarakat untuk dapat 
mengawasi kinerja POLRI sekaligus membuka akses kepada public untuk 
menyampaikan berbagai keluhan tentang pelaksanaan tugas POLRI di 
era reformasi sekarang. Akses ini akan dapat direalisasikam apabila 
Kompolnas berda dekat dengan masyarakat, bukan berada dalam 
lingkungan instansi tertentu.  
Ketentuan beberapa aspek organisasi dan kelembagaan 
Kompolnas tersebut menunjukkan ketidakpastian kedudukan dan sifat 
independen Kompolnas yang dijabat oleh seorang Menko, dan 
menunjukkan ketergantungan Kompolnas kepada POLRI.Dalam kaitan itu 
terdapat beberapa alternative pengembangan Kompolnas.Pertama, tetap 
sesuai dengan pendekatan pada policy processdan perlu adanya 
kristalisasi politik pada tingkat internal Kompolnas.Kebijakan tersebut 
dapat dirumuskan dengan mengkoordinasikan ruang lingkup perumusan 
kebijakan diantara ketiga menteri yang ada.Kedua, menjadikan 
Kompolnas sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang 
mempunyai fungsi sebagai policy/ administarsi dan public 
complaints.Dalam opsi ini fungsi Kompolnas terhadap peanganan public 
complaintsdapat diberdayakan sebagai penyalur complaints dari 






Hingga tingkat tertentu, pilihan pertama lebih feasible.Keunggulan 
dari opsi ini dalaha adanya akses ke internal POLRI dalam hal 
penyusunan kebijakan.Sedangkan kelemahannya adalah tidak adanya 
independasi dari Kompolnas.Apabila Kompolnas hendak difokuskan 
sebagai policy maker/ administrasi maka sebaiknya fungsi penampung 
public complaintsdihilangkan dan dialihkan/ diberikan kepada lembaga 
independen seperti ombudsman.Lembaga ini tidak hanya berfungsi 
sebagai pemilah keluhan tersebut untuk kemudian ditindaklanjuti ke 
lembaga-lembaga pengawasan POLRI yang berwenang.Dengan 
melakukan hal ini, Kompolnas dapat memaksimalkan fungsinya sebagai 
policy makerdan POLRI sebagai pelaksana teknis. Perlu ditambahkan 
bahwa secara organisatoris, Kompolnas harus memiliki Peraturan Tata 
Kerja yang mencakup, antara lain :  
(a) Pertemuan/ siding berkala dan incidental  
(b) Prinsip musyawarah dan mufakat  
(c) Aturan pengambilan keputusan Kompolnas.   
 
B. Peranan Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) dalam 
mengatasi keluhan mayasarakat di kepolisian 
Kedudukan Komisi Kepolisian NasionalMenurut hukum positif di 
Indonesia minimal ada tiga instrumen hukum yang mengatur kedudukan 
Komisi Kepolisian Nasional, yakni KetetapanMPR RI No. VII/MPR/2000, 
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 






Dalam pasal 8 Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang 
PeranKepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan bahwa 
Lembaga Kepolisian Nasional adalah: Pertama; sebagai pembantu 
presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, kedua; Lembaga 
Kepolisian Nasional dibentuk oleh presiden yang diatur dengan Undang-
undang, dan ketigaLembaga Kepolisian Nasional memberikan 
pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian 
KaPOLRI.  
Pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
NegaraRepublik Indonesia menyebutkan bahwa, Lembaga Kepolisian 
Nasional yang kemudian disebut denganKomisi Kepolisian Nasional 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan 
dibentuk dengan Keputusan Presiden. 
Kemudian dalam rangka pelaksanaan pasal 37 ayat (2) dan pasal 
39 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, maka pada tanggal 7 Februari 2005 
ditetapkanlah Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2005 Tentang Komisi 
Kepolisian Nasional. 
Dalam hal ini terdapat VI bab yang masing-masing bab 
substansinya adalah bab I mengatur tentang pembentukan, kedudukan, 
tugas, dan wewenangnya, bab II mengatur tentang susunan organisasi, 





mengatur tentang tata kerja, bab V mengatur tentang pembiayaanya, dan 
bab VI tentang ketentuan penutup. 
Sebagaimana dalam pasal 37 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Komisi Kepolisian 
Nasional dibentuk oleh Presiden, maka sebagai konsekuensi logis 
keanggotaanyapun diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 
surat Keputusan Presiden , termasuk susunan organisasi dan tata kerja 
komisi. Sedangkan untuk pembiayaanya dibebankan pada anggaran 
pendapatan belanja Negara (APBN). 
Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa Komisi Kepolisian 
Nasional merupakan komisi negara eksekutif yang mana pembentukanya 
berdasarkan Undang-undang akan tetapi penyelenggaraanya ditujukan 
untuk kepentingan Presiden dalam menentukan arah kebijakan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Tri 
Hudiono, S.E. sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Tindak Lanjut 
SKM (Saran dan Keluhan Masyarakat) pada Sekretariat Komisi Kepolisian 
Nasional maka diperoleh data dari hasil penelitian mengenai jumlah 
permohonan yang masuk di Komisi Kepolisian Nasioanal (KOMPOLNAS) 









1. Analisa Evaluasipenanganan SKM TAHUN 2014 
 
Tabel 1 








AUDIENSI BKK TMS 
1 JANUARI 195 178 1 8 
 
4 4 
2 FEBRUARI 99 90 
 
6 1 1 1 











5 MEI 67 62 1 2 
 
1 1 
6 JUNI 136 124 1 6 
 
3 2 









9 SEPTEMBER 99 94 1 4 
   




11 NOVEMBER 26 21 1 1 
 
1 2 
12 DESEMBER 53 52 
 
1 
   Jumlah : 1124 1037 7 49 2 14 15 
 
Berdasarkan data tabel diatas dapat dilhat jumlah surat yang 
masuk di KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) di tahun 2014 
sebanyak 1124 surat, yang mana jumlah surat masuk didominasi oleh 
beberapa Provinsi besar di Indonesia, dalam hal ini peran masyarakat 
mengenanai keluhan  pada instansi Kepolisan masih cukup besar dan 
berharap ada tindak lanjut dari keluhan yang dititipkan ke kepolisian. 
Selain data surat masuk dari beberapa provinsi, penulis juga 
mendapatkan data berdasarkan pengelompokan jenis keluhan kepada 








Rekapitulasi SKM Berdasarkan Pengelompokan Jenis Keluhan 
Tahun 2014 
  
Berdasarkan tabel 2 dapat di lihat bahwa terdapat 6 (enam) jenis 
keluhan di KOMPOLNAS (Komisi Kepolisian Nasional) pada tahun 2014. 
Jenis keluhan tersebut ialah penyalahgunaan wewenan 221 keluhan, 
pelayanan buruk 786 keluhan, diskriminasi 27 keluhan, direksi yang keliru 
0 keluhan, dan korupsi 3 keluhan. Berdasarkan tabel diatas maka jenis 
keluhan yang paling utama yang menjadi keluhan masyarakat terhadap 
KOMPOLNAS adalah pelayanan buruk yang diberikan. 
 
Tabel 3 
Rekapitulasi Berdasarkan Satuan Fungsi Kepolisian Tahun 2014 
   
No Jenis Keluhan Jumlah Rangking 
1. Penyalahgunaan Wewenang 221 II 
2. Pelayanan Buruk 786 I 
3. Diskriminasi 27 III 
4. Diskresi Yang Keliru 0 - 
5. Korupsi 3 IV 
Total 1037  
No Satuan Fungsi Kepolisian Jumlah Rangking 
1. Reserse 950 I 
2. Samapta 4 IV 
3. Lantas 9 III 
4. Intelkam 0  
5. Fungsi Lainnya 74 II 





Berdasarkan tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa keluhan masyarakat 
ditujukan kepada anggota polisi yang bertugas di Reserse sebanyak 950 
keluhan, Samapta 4 keluhan, Lantas 9 keluhan, Intelkam 0 keluhan, dan 
fungsi-fungsi lainnya 74 keluhan. Sehingga dapat penulis simpulkan 
bahwa pada tahun 2014 jenis keluhan yang masuk pada KOMPOLNAS 
(Komisi Kepolisian Nasional) rata-rata menuju kepada Reserse. 
 
Tabel 4 
Rekapitulasi Berdasarkan Satuan Fungsi Kepolisian Tahun 2014 






RESERSE LANTAS INTEL BINAMITRA SAMAPTA LAIN-LAIN 
1 NAD 5 4       1 
2 SUMUT 135 130     1 4 
3 SUMBAR 28 27       1 
4 RIAU 39 37       2 
5 KEP. RIAU 6 4       2 
6 JAMBI 27 23 1     3 
7 SUMSEL 32 26 1     5 
8 BENGKULU 8 6       2 
9 LAMPUNG 13 11       2 
10 BABEL 4 4         
11 METRO JAYA 158 155 2     1 
12 JABAR 88 80 1   2 5 
13 JATENG 54 47 2     5 
14 DIY 10 8 1     1 
15 BANTEN 3 3         
16 JATIM 112 104     1 7 
17 KALBAR 13 12       1 
18 KALTIM 23 22 1       
19 KALSEL 23 19       4 





21 SULSEL  54 51       3 
22 SULTRA 7 7         
23 SULTENG 9 7       2 
24 SULUT 23 23         
25 GORONTALO 3 3         
26 MALUKU UTARA 6 6         
27 BALI  21 18       3 
28 NTB 15 12       3 
29 NTT 27 24       3 
30 PAPUA 15 13       2 
31 MALUKU  15 12       3 
32 MABES POLRI 43 36       7 
Jumlah : 1037 950 9   4 74 
Berdasarkan data-data sebelumnya, tabel 4 merupakan data 
rekapitulasi keluhan masyarakan pada tahun 2014 berdasarkan fungsi 
kepolisian yang diajukan di satuan wilayah di Indonesia. Data tersebut 
merinci lebih detail berdasarkan satuan fungsi kepolisian di daerah-daerah 
dibandingkan data tabel sebelumnya. 
a. Rekapitulasi SKM Berdasarkan Hasil Penanganan Klarifikasi 












RES SMT LTS INT BM LL DP TT T 
 
1 NAD 5 4       1 5 1 1     
2 SUMUT 135 130 1     4 104 50 16 30 4 
3 SUMBAR 28 27       1 15 9   9   
4 RIAU 39 37       2 24 11 4 7   
5 KEPRI 6 4       2 4 1 1     
6 JAMBI 27 23   1   3 16 2 1 1   
7 SUMSEL 32 26   1   5 22 2 1 1   
8 BENGKULU 8 6       2 8 5   4   
9 LAMPUNG 13 11       2 13 4 1 2 1 
10 BABEL 4 4         3 3   3   
11 METRO JAYA 158 155   2   1 116 34 10 24   
12 JABAR 88 80 2 1   5 52 52 3 47 2 





14 DIY 10 8   1   1 9 4   4   
15 BANTEN 3 3         3         
16 JATIM 112 104 1     7 54 4 3 1   
17 KALBAR 13 12       1 10 4 3 1   
18 KALTIM 23 22   1     17 11 3 7   
19 KALSEL 23 19       4 6         
20 KALTENG 18 16       2 4 2   2   
21 SULSEL 54 51       3 44 31 7 22 1 
22 SULTRA 7 7         1         
23 SULTENG 9 7       2 8 4 2 2   
24 SULUT 23 23         19 8 4 4   
25 GORONTALO 3 3         2 1   1   
26 MALUT 6 6         5 2   2   
27 BALI 21 18       3 12 8 4 4   
28 NTB 15 12       3 13 2 1 1   
29 NTT 27 24       3 19 1 1     
30 PAPUA 15 13       2 11 3 1 2   
31 MALUKU 15 12       3 13 8 3 6   
32 MABES  43 36       7 5 1   1   
JUMLAH 1037 950 4 9   74 684 296 80 204 10  
 
b. Rekapitulasi Jumlah Hasil Penanganan Klarifikasi SKM Tahun 
2014 
















DP TT T S BS 
1 NAD 5 5 1     1 2 2 4 
 2 SUMUT 135 104 16 30 4 50 57 43 100 
 3 SUMBAR 28 15   9   9 6 4 10 
 4 RIAU 39 23 4 6   10 20 5 25 
 5 KEP. RIAU 6 5 1  1   2 4 
 
4 
 6 JAMBI 27 16 1 1   2 11 6 17 
 7 SUMSEL 32 22 1 1   2 1 2 3 
 8 BENGKULU 8 8   4   5 5 
 
5 
 9 LAMPUNG 13 13 1 2 1 4 12 1 13 
 10 BABEL 4 3   3   3 3 
 
3 
 11 METRO JAYA 158 116 10 24   34 5 1 6 
 12 JABAR 88 52 3 47 2 52 43 3 46 
 13 JATENG 54 47 10 16 2 28 5 2 7 
 14 DIY 10 9   4   4 5 
 
5 
 15 BANTEN 3 3         2 
 
2 
 16 JATIM 112 54 3 1   4 29 28 57 
 17 KALBAR 13 10 3 1   4 
    18 KALTIM 23 17 3 7   11 
    19 KALSEL 23 6         3 1 4 






21 SULSEL  54 44 7 22 1 31 1 
 
1 
 22 SULTRA 7 1         
 
5 5 
 23 SULTENG 9 8 2 2   4 1 5 6 
 24 SULUT 23 19 4 4   8 2 2 4 
 25 GORONTALO 3 2   1   1 1 
 
1 
 26 MALUT 6 5   2   2 
    27 BALI  21 12 4 4   8 3 2 5 
 28 NTB 15 13 1 1   2 
    29 NTT 27 19 1     1 6 4 10 
 30 PAPUA 15 11 1 2   3 2 
 
2 
 31 MALUKU  15 13 3 6   8 2 
 
2 
 32 MABES POLRI 43 5   1   1 






          
DP : DALAM PROSES S : SELESAI 
       
TT : TIDAK TERBUKTI BS : BELUM SELESAI 
      
T : TERBUKTI 
            
 
 
DaftarSurat Skm Yang Dinyatakan Terbukti Pada Tahun 2014 
NO KESATUAN PENGADUAN HASIL KATEGORI KETERANGAN 
















































































PUTUSAN SIDANG DISIPLIN 
BERUPA KURUNGAN 21 






































































PUTUSAN SIDANG BERUPA 
TEGURAN TERTULIS DAN 
KURUNGAN 21 HARI 
 
 





TINDAK LANJUT SKM 
KET KRM KE 
POLDA 
JWBN POLDA HSL KLARFKSI 
DP TT T S BS 
1 
SUMSEL 32 22 1 1  1 2 
 
LAMPUNG 13 13 1 2 1 12 1 
 
SULUT 23 19 4 4  2 2 
 
NTT 27 19 1   6 4 
 
NTB 15 13 1 1  - - 
 
2 
JAMBI 27 16 1 1  11 6 
 
JATIM 112 54 3 1  29 28 
 
KALSEL 23 6 7   3 1 
 
SULTRA 7 1     5 
 
GORONTALO 3 2  1  1  
 
3 
PAPUA 15 11 1 2  2  
 
SUMUT 135 104 16 30 4 57 43 
 
MALUT 6 5  2  - - 
 
KALTIM 23 17 3 7  - - 
 
SULTENG 9 8 2 2  1 5 
 
4 
RIAU 40 23 4 3  20 5 
 
KEP. RIAU 5 4 1 1  4  
 
JABAR 88 52 3 47 2 43 3 
 






BALI  21 12 4 4  3 2 
 
5 
BENGKULU 8 8  4  5  
 
SULSEL  54 44 7 22 1 1  
 
JATENG 54 47 10 10  5 2 
 
NAD 5 5 1   2 2 
 
MALUKU  15 13 3 6  2  
 
KALTENG 18 4  2  2 7 
 
6 
KALBAR 13 10 3 1  - - 
 
DIY 10 9  4  5  
 
METRO JAYA 158 116 10 24  5 1 
 
BANTEN 3 3    2  
 
BABEL 4 3  3  3  
 
  MABES POLRI 43 5  1  - - 




2. Pemantauan Kasus Menonjol 
 
Pemantauan kasus menonjol yang dilaksanakan oleh Kompolnas selama 
tahun 2014 sebanyak 6 kali di Polda :  
a. Polda Jawa Barat dalam penanganan dugaan rekayasa  kasus 
pembunuhan perempuan an. Kwo Mei ing yang ditangani oleh 
Polrestabes Bandung.  
b. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanganan kasus 
penembakan di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan oleh anggota TNI 
dari Kopasus Kartasura terhadap tahanan yang diduga salah satunya 
adalah anggota Polri Polda DIY. 
c. Polda Kepulauan Riau dalam kasus penanganan terhadap kasus BBM 
illegal di Batam.  
d. Polda Riau dalam kasus penyerangan TNI di Markas Brimob Polda Riau. 
e. Polda Sulawesi Selatan dalam kasus penanganan unjuk rasa kenaikan 
BBM di Makasar yang mengakibatkan Wakapolrestabes Makasar 





C. Upaya Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) Dalam Mengatasi 
Keluhan Masyarakat di Kepolisian 
Salah satu wewenang yang dimiliki oleh KOMPOLNAS (Komisi 
Kepolisian Nasional) yaitu menerima saran dan keluhan masyarakat 
mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikan kepada 
Presiden.Keluhan yang dimaksud dalam wewenang ini yaitu pengaduan 
masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dugaan 
korupsi pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminasi, dan penggunaan 
diskresi yang keliru. 
Menurut penulis, keluhan masyarakat merupakan hal positif yang 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan polisi.Adanya keluhan ini menjadi 
kesempatan untuk membuktikan kehandalan dan kecakapan dalam 
rangka mengubah kondisi ketidakpuasan menjadi kepuasan masyarakat 
bahkan dapat dijadikan sebagai daya dorong dalam memperbaiki kinerja 
lembaga kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Hal ini juga telah di 
benarkan oleh Bapak Sunarso  SebagaiKepala Sub Bagian Tata Usaha, 
Kepegawaian dan Rumah Tangga Bagian Pelayanan Administrasi pada 
Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 
januari 2015 dengan Bapak Sunarso mengatakan bahwa, ada beberapa 
upaya yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional dalam menangani 







1. Empati kepada penyampai keluhan 
Empati merupakan hal yang penting dalam penanganan 
keluhan, dengan sikap ini kita dapat memperoleh sikap yang 
sama dari si pemberi keluhan dengan menyediakan lebih 
banyak waktu untuk mendengarkan keluhannya. 
2. Kecepatan memberikan tanggapan 
Kecepatan memberikan tanggapan adalah hal yang sangat 
diupayakan oleh pihak kepolisian, karena hal inilah yang penting 
dalam menangani keluhan masyarakat, hal tersebut dapat 
berpengaruh guna mereduksi perbincangan mulut ke mulut 
yang bersifat negatif dari penyampai keluhan.Bila terdapat 
masyarakat mengajukan keluhan dan tidak mendapatkan 
penanganan yang tepat, maka besar kemungkinan mendorong 
rasa ketidakpuasan dan sulit merubah situasi perasaan 
penyampai keluhan untuk menjadi puas terhadap sikap dan 
bentuk pelayanan yang kita berikan. 
3. Permintaan maaf 
Secara umum pengeluh mengharapkan permintaan maaf, dan 
hal ini seharusnya selalu dilakukan apabila masyarakat 
menyampaikan keluhan atas dasar ketidakpuasan terhadap apa 
yang pengeluh harapkan. Mengapa demikian, sebab 
permintaan maaf merupakan kompensasi psikologis terhad /ap 
pengeluh. Secara prinsip permintaan maaf bukanlah suatu 





melainkan lebih kepada sebuah indikasi bawah kita 
memperhatikan keluhan tersebut secara serius dan berniat 
untuk menangani keluhan tersebut sebaik-baiknya.Jika terkait 
kepada buruknya pelayanan kita yang dikeluhkan, tidak ada 
salahnya kita menerima kekurangan kita dalam memberikan 
pelayanan terhadap pengeluh, mengapa demikian, Karena 
ketidakpuasan didorong oleh sesuatu yang bersifat psikologis 
sebagaimana ketidakpuasan juga dapat disebabkan oleh 
sesuatu yang bersifat fisik. Dengan demikian pengeluh bisa 
merasa menderita atau rugi karena sebab yang bersifat 
psikologis, seperti halnya kerugian yang sifatnya 
keuangan/finansial, dengan arti bahwa kerugian priskologis 
akan lebih terekam dalam ingatan pengeluh daripada kerugian 
finansial, oleh sebab itu permintaan maaf adalah penting. 
4. Perhatian (Attentiveness) 
Perhatian merujuk pada interaksi antara kita dengan penyampai 
keluhan.Perhatian merupakan sebuah dimensi yang kompleks 
karena tergantung pada kepercayaan pada orang, bukan 
kepercayaan pada prosedur.Komunikasi antara pengeluh 
dengan pihak kepolisian sebagai pemberi layanan merupakan 
sebuah konstruksi kunci pada kebanyakan situasi pengelolaan 
keluhan.Dan interaksi antara kita sebagai pemberi layanan 





memiliki efek positif terhadap kepuasan penanganan keluhan 
masyarakat. 
5. Kredibilitas (Credibility) 
Kredibilitas merujuk kepada keinginan kita sebagai pemberi 
layanan dalam hal ini pihak kepolisian untuk menyikapi bahwa 
pengeluh (masyarakat) telah mendapat masalah serta upaya 
apa yang akan dilakukan kita untuk mencegah agar kejadian 
yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang.Kredibilitas 
mempunyai dampak positif terhadap kepuasan pada 
penanganan keluhan karena dapat menurunkan aktivitas 











Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 
5. Kedudukan Komisi Kepolisian NasionalMenurut hukum positif di 
Indonesia minimal ada tiga instrumen hukum yang mengatur 
kedudukan Komisi Kepolisian Nasional, yakni KetetapanMPR RI 
No. VII/MPR/2000, UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Presiden No. 17 Tahun 
2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. 
6. Dalam pasal 8 Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 Tentang 
PeranKepolisian Negara Republik Indonesia telah disebutkan 
bahwa Lembaga Kepolisian Nasional adalah: Pertama; sebagai 
pembantu presiden dalam menetapkan arah kebijakan POLRI, 
kedua; Lembaga Kepolisian Nasional dibentuk oleh presiden yang 
diatur dengan Undang-undang, dan ketigaLembaga Kepolisian 
Nasional memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
pengangkatan dan pemberhentian KaPOLRI.  
7. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 
januari 2015 dengan Bapak Sunarso dari Kompolnas,mengatakan 
bahwa, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Komisi Kepolisian 





 Empati Kepada penyampai keluhan 
Empati merupakan hal yang penting dalam penanganan 
keluhan, dengan sikap ini kita dapat memperoleh sikap yang 
sama dari si pemberi keluhan dengan menyediakan lebih 
banyak waktu untuk mendengarkan keluhannya. 
 Kecepatan memberikan tanggapan 
Kecepatan memberikan tanggapan adalah hal yang sangat 
diupayakan oleh pihak kepolisian, karena hal inilah yang penting 
dalam menangani keluhan masyarakat, hal tersebut dapat 
berpengaruh guna mereduksi perbincangan mulut ke mulut 
yang bersifat negatif dari penyampai keluhan 
 Permintaan maaf 
Secara umum pengeluh mengharapkan permintaan maaf, dan 
hal ini seharusnya selalu dilakukan apabila masyarakat 
menyampaikan keluhan atas dasar ketidakpuasan terhadap apa 
yang pengeluh harapkan. Mengapa demikian, sebab permintaan 
maaf merupakan kompensasi psikologis terhadap pengeluh. 
Dengan demikian pengeluh bisa merasa menderita atau rugi 
karena sebab yang bersifat psikologis, seperti halnya kerugian 
yang sifatnya keuangan/finansial, dengan arti bahwa kerugian 
priskologis akan lebih terekam dalam ingatan pengeluh daripada 







 Perhatian (Attentiveness) 
Perhatian merujuk pada interaksi antara kita dengan penyampai 
keluhan.Perhatian merupakan sebuah dimensi yang kompleks 
karena tergantung pada kepercayaan pada orang, bukan 
kepercayaan pada prosedur.Komunikasi antara pengeluh 
dengan pihak kepolisian sebagai pemberi layanan merupakan 
sebuah konstruksi kunci pada kebanyakan situasi pengelolaan 
keluhan.Dan interaksi antara kita sebagai pemberi layanan 
dalam hal ini pihak kepolisian dengan penyampai keluhan dapat 
memiliki efek positif terhadap kepuasan penanganan keluhan 
masyarakat. 
 Kredibilitas (Credibility) 
Kredibilitas merujuk kepada keinginan kita sebagai pemberi 
layanan dalam hal ini pihak kepolisian untuk menyikapi bahwa 
pengeluh (masyarakat) telah mendapat masalah serta upaya 
apa yang akan dilakukan kita untuk mencegah agar kejadian 
yang sama tidak terjadi di masa yang akan dating 
 
B. Saran 
Berdasarkan Kesmipulan tersebut maka penulis menyarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1. Diharapkan Kompolnas Bisa lebih meningkatkan kinerjanya agar 






2. Bahwa Aparat Kompolnas dapat bersinergi dengan Aparat-Aparat 
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